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Latar belakang dalam penelitian skripsi ini adalah adanya masyarakat Bali di desa 
Bukoposo asli keturunan Bali beragama Hindu, yang mengalami anaknya pindah 
agama Islam karena faktor pernikahan. Dalam Sistem kekerabatan masyarakat 
Bali berdasarkan Keturunan dan agama, dengan demikian hak waris akan gugur 
apabila tidak patuh pada orang tua dan mengkhianati agama leluhur (nenek 
moyang), namun pada prakteknya orang tua masih memberikan harta warisan 
kepada anaknya yang pindah agama Islam. Dari persoalan ini penulis meneliti 
bagaimna sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat pindah Agama dan 
bagaimana status kewarisan dalam sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat 
perpindahan agama menurut hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam jenis 
penilitian lapangan (fied research) yaitu pengumpulan data yang di lakukan di 
lapangan. Sifat penelitiannya adalah deskriftif analisis, sumber data yang di 
gunakan adalah sumber primer yaitu dari lapangan dan sekunder adalah yang 
berasal dari buku tentang sistem kekerabatan dan kewarisan. Metode yang 
digunakan adalah metode interview atau wawancara langsung kepada narasumber 
yaitu orang Bali yang mengalami anaknya pindah agama Islam. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem kekerabatan masyarakat 
Bali akibat pindah agama Islam di desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang 
Kabupaten Mesuji, dan untuk mengetahui bagaimana status kewarisan dalam 
sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat perpindahan agama menurut Hukum 
Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem kekerabatan Masyarakat Bali 
akibat pindah agama berpengaruh dalam kewarisan, karena pindah agama 
dipandang berkhianat pada agama leluhur (nenek moyang). Oleh karenanya hak 
warisnya menjadi gugur. Namun kenyataan dimasyarakat Bali masih tetap 
memberikan hak waris pada anaknya yang berpindah agama atas dasar hubungan 
biologis (keturunan). Status kewarisan dalam sistem kekerabatan masyarakat Bali 
akibat pindah agama menurut hukum Islam yaitu hak warisnya gugur menurut 
hukum Islam adalah sejalan, karena dalam hukum waris Islam perbedaan agama 
menjadi salah satu faktor gugurnya hak waris mewarisi. Sebagai alternatif untuk 
mendapatkan harta keluarga yang beda agama maka solusinya dengan wasiat 










                                   
                 
“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”  
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A. Penegasan Judul 
Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu 
akan penulis jelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam penelitian 
ini. Dengan demikian diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman 
yang berbeda dengan apa yang penulis maksud. Judul penelitian yang di 
bahas adalah “Status Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat 
Bali Akibat Perpindahan Agama Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di 
Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji). Adapun 
maksud dan pengertiannya, dapat dilihat dari penjelasan berikut ini: 
1. Status Kewarisan 
Status kewarisan adalah posisi atau kedudukan dalam pemindahan 
hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. 
2. Sistem Kekerabatan 
Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur 
penggolongan orang-orang sekerabat. Hal ini mencakup berbagai 
tingkat hak dan kewajiban diantara orang-orang sekerabat yang 
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P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015), h. 160. 
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3. Masyarakat Bali 
Masyarakat merupakan individu yang hidup bersama dalam suatu 
tatanan pergaulan, yang tercipta karena individu melakukan hubungan 
dan interaksi dengan individu yang lainnya. Masyarakat merupakan 
suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama 
untuk jangka waktu yang waktu cukup lama sehingga menghasilkan 
kebudayaaan.Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi 
wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal 
maupun hubungan antar kelompok sosial.
2
Masyarakat Bali merupakan 
masyarakat mayoritas yang tinggal di Pulau Bali, yang menggunakan 
bahasa Bali dan mengikuti adat istiadat serta kebudayaan Bali. 
Masyarakat Baki yang dimaksud disini adalah masyarakat asli 
keturunan Bali yang mengalami anaknya pindah agama Islam. 
4. Hukum Islam  
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi 
bagian Islam.
3
 Hukum Islam  berarti seperangkat peraturan 
berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku 
manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat 
untuk semua umat yang beragama Iskam. Hal ini dapat dipahami 
                                                             
2
Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 106. 
3
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 37. 
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bahwa hukum Islam mencakup hukum syari‟ah dan hukum fikih  
karena arti syara‟ dan arti fikih terkandung didalamnya.
4
 
Dari pengertian kata yang telah dijelaskan di atas maka pengertian 
judul diatas, dimaksud adalah bagaimana status kewarisan dalam 
sistem kekerabatan Bali akibat  pindah agama Islam. 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
     Karena hukum waris adalah salah satu hukum yang berperan 
penting dalam masyarakat yang perlu dikaji. Hukum waris 
menerangkan status kewarisan dan pembagian warisan. 
2. Alasan Subjektif 
a. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tempuh 
sebagai mahasiswi di jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah yang 
meliputi hukum keluarga dimana sistem kekerabatan adalah bagian 
dari kajian perkuliahan hukum adat. 
b. Desa Bukoposo banyak suku Bali yang beragama (masuk) Islam, 
sementara diantaranya masih minimnya pemahaman masyarakat 
Bali muslim khususnya tentang sistem kekerabatan dan kewarisan, 
sehingga dapat saja menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah 
tangga. 
c. Kemudahan untuk mencari data di desa Bukoposo Kecamatan Way 
serdang Kabupaten Mesuji. 
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Mardani, Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia) Eds, 
Pertama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 9. 
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d. Penulis memiliki keyakinan dapat menyelesaikan tugas 
akhir/skripsi ini. 
C. Latar Belakang  
     Kewarisan adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk diketahui 
dan dipahami oleh setiap umat manusia, termasuk di dalamnya pembagian 
harta warisan untuk setiap ahli waris dan bersama bagiannya masing-
masing. Serta terdapat rukun dan syarat mewarisi. Siapa yang berhak 
mendapatkan warisan dan siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan. 
     Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 
     Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur 
penggolongan orang-orang sekerabat. Hal ini mencakup berbagai tingkat 
hak dan kewajiban diantara orang-orang sekerabat yang membedakan 
hubungan mereka dan orang-orang yang tidak tergolong sebagai kerabat
5
 
     Kelompok kekerabatan yang terkecil adalah sejumlah orang yang dapat 
dihubungkan satu sama lainnya melalui hubungan darah yang bersumber 
dari orang tua atau leluhur yang sama.  
     Manusia tidak dapat berkembang tanpa adanya perkawinan,karena 
perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan 
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P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015), h. 160. 
5 
 
keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi 




     Perkawinan merupakan sunnah nabi, yaitu mencontohkan tindak laku 
nabi Muhammad s.a.w. oleh karena itu bagi pengikut nabi Muhammad 
yang baik maka mereka harus kawin. Selain mencontoh tindak laku nabi 
Muhammad, juga perkawinan itu merupakan kehendak kemanusiaan, 
kebutuhan rohani dan jasmani. Perkawinan merupakan ikatan yang paling 
suci dan paling kokoh antara suami dan isteri 
     Perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan sunnatullah 
yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan 
maupun tumbuh-tumbuhan. Namun ini adalah suatu cara yang dipilih oleh 
Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan 
melestarikan hidupnya.
7
 Perkawinan menurut hukum islam adalah 
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau itsaqan ghalidzan untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
8
 
Perkawinan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan 
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Zuhraini, Serba-Serbi Hukum Adat (Bandar Lampung: Fakultas Syari‟ah IAIN Raden 
Intan Lampung, 2016), h. 49. 
7
Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 6. 
8
Instruksi Presiden  R.I  Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia 
(Jakarta: Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., 2001), h. 14. 
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     Perkawinan disyariatkan  supaya manusia mempunyai keturunan dan 
keluaraga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat di 
bawah naungan cinta kasih dan ridho Ilahi. Perkawinan disyariatkan 
semenjak dahulu dan hal ini banyak sekali terdapat di dalam ayat Al-
Quran. 
     Perkawinan menurut agama Hindu (Diambil dari buku karangan Max 
Muller jilid 25 yang berjudul: The Law of Manuals). Perkawinan menurut 
istilah Hindu sering disebut “WIWAHA”. Dalam perkawinan itu diatur 
secara khusus dalam kitab undang-undang agama Hindu yang dikenal 
dengan nama “Mawana darma Satwa”. Undang-undang itu sama dengan 




     Tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah menolong 
membebaskan arwah nenek moyang atau orang tuanya dari kawah neraka 
yang di sebut “PUT”. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari keluarga 
tersebut “PUTRA” Yang artinya membebaskan arwah orang tua dari 
kawah Put itu. 
                                                             
9
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilengkapi Undang-Undang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: RhedBook Publisher, 2008), h.506. 
10
Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1978), h. 29. 
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     Perkawinan merupakan suatu saat yang amat penting dalam kehidupan 
orang Bali, karena pada saat itulah ia dapat dianggap sebagai warga penuh 
dari masyarakat, dan baru sesudah itu ia memperoleh hak-hak dan 
kewajiban seorang warga komuniti dan warga kelompok kerabat. Menurut 
anggapan adat lama yang amat dipengaruhi oleh sistem klen-klen (dadia) 
dan sistem kasta (wangsa), maka perkawinan itu sedapat mungkin 
dilakukan diantara warga se-klen, atau setidak-tidaknya antara orang yang 
di anggap sederajat dalam kasta. Demikian perkawinan adat di Bali itu 
bersifat endogami klen, sedangkan perkawinan yang di cita-citakan oleh 
orang Bali yang masih kolot adalah perkawinan antara anak-anak dari dua 
orang saudara laki-laki. Keadaan ini memang menyimpang dari lain-lain 
masyarakat yang ber-klen, yang pada umumnya. 
     Orang-orang se-klen di Bali itu adalah orang-orang yang setingkat 
kedudukannya dalam adat dan agama, serta juga dalam kasta, sehingga 
dengan berusaha untuk kawin dalam batas klennya terjagalah 
kemungkinan akan ketegangan-ketegangan dan noda-noda keluarga yang 
akan terjadi akibat perkawinan antar kasta yang berbeda derajatnya. 
       Masyarakat Bali di desa Bukoposo dalam penelitian ini adalah 
masyarakat asli keturunan Bali beragama Hindu, yang mengalami anaknya 
pindah agama Islam karena faktor pernikahan. Sistem kekerabatan 
masyarakat Bali berdasarkan Keturunan dan agama. Karena jika pindah 
agama dianggap tidak patuh pada orang tua dan menghianati agama 
leluhur (nenek moyang) maka dengan itu berpengaruh dengan hak waris 
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mewarisi yaitu warisnya gugur. Walaupun pada prakteknya orang yang 
pindah agama Islam masih diberi harta warisan.  
     Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan mengangkat judul “Status Kewarisan Dalam Sistem 
Kekerabatan Masyarakat Bali Akibat Perpindahan Agama Menurut 
Hukum Islam (Studi di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang 
Kabupaten Mesuji)”. Dimana penyusun mencoba mencari jawaban untuk 
dapat menyelesaikan skripsi ini. 
D. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini penelitian difokuskan terlebih dahulu supaya 
tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan 
tujuan penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti memfokuskan 
kepada status kewarisan dalam sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat 
pindah agama Islam di salah satu desa di kabupaten Mesuji. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengambil rumusan 
masalah yaitu: 
1. Bagaimana sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat pindah agama?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. Bagaimana status kewarisan dalam sistem kekerabatan masyarakat 




F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat pindah agama Islam di 
desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dan 
untuk mengetahui bagaimana status kewarisan dalam sistem 
kekerabatan masyarakat Bali akibat perpindahan agama menurut 
Hukum Islam 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Untuk mengembangkan kajian mengenai status kewarisan dalam 
sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat pindah agama Islam 
karena faktor pernikahan 
2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada 
Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
G. Signifikansi Penelitian 
Signifikansi atau manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana sistem kekerabatan masyarakat Bali 
akibat pindah agama. 
b. Untuk mengetahui bagaimana status kewarisan masyarakat Bali akibat 
perpindahan agama menurut Hukum Islam. 
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c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 
pada Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang 
langkah-langkah sistematis dan logis dan mencari data yang berkenaan 
dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan 
dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.
11
 Metode yang dapat 
digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk 
penelitian lapangan (Filed Research) yaitu penelitian yang 
dilakukan dikancah sebenarnya atau lapangan obyek penelitian. 
Penelitian dilakukan untuk mengetahui tentang status kewarisan 
dalam sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat pindah agama. 
Pada penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan atau lokasi 
untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 
b. Sifat Penelitian 
Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitin 
deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode yang 
berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap 
objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul 
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sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat 
kesimpulan yang berlaku untuk umum.Dengan kata penelitian 
deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian 
kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian 




2. Partisipan dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Desa Bukoposo Kecamatan Way 
Serdang Kabupaten Mesuji yang didalamnya terdapat masyarakat 
keturunan Bali yang mengalami anaknya pindah agama karena faktor 
pernikahan kemudian masuk Islam ketika melangsungkan pernikahan. 
Penelitian ini diajukan langsung kepada masyarakat Bali yang 
mengalami anaknya pindah agama Islam. Dalam penelitian ini orang 
Bali asli yang menjadi narasumber dalam menjelaskan suatu 
pertanyaan yang akan peneliti tanyakan terkait masalah yang akan 
diteliti guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum mengerti 
tentang sistem kekerabatan Bali yang berpengaruh dalam kewarisan. 
3. Jenis Data dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu berawal pada data 
dan bermuara pada kesimpulan/
13
 Dalam jenis penelitian ini data-data 
yang dijadikan acuan bersumber dari: 
a. Sumber Data Primer 
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Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh 
langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).
14
Artinya 
sumber data tesebut dijadikan acuan utama karena mengandung 
data-data penting.Data primer ialah data utama yang langsung 
diperoleh dari sumber utama yaitu masyarakat Bali di Desa 
Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. 
b. Sumber Data Sekunder 
Merupakan sekumpulan data yang akan menopang data-data 
primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data 
sekunder ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang 
mendukung informasi Data sekunder yaitu data yang di peroleh 
dari dokumen-dokumen resmi,buku-buku yang berhubungan 
dengan objek penelitian. 
4. Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi 
ini,maka penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan 
data.Diantaranya yaitu metode observasi, metode wawancara, metode 
dokumentasi. 
a. Observasi 
Dalam pengumpulan data, peneliti perlu melakukan observasi 
langsung yang dapat menjadi tolak ukur data yang akan diproses. 
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Peneliti mengunjungi langsung lokasi penelitian dengan 
mengamati berbagai hal dan kondisi di lapangan 
b. Wawancara 
Metode waawancara digunakan untuk memperoleh informasi 
tentang hal-hal yang tidak di peroleh lewat pengamatan. 
Wawancara ini ditujukan kepada Tokoh adat Bali dan  orang Bali 
yang mengalami anaknya pindah agama Islam karena faktor 
pernikahan. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
variable yang berupa catatan ,transkip,buku surat kabar,majalah 
prasati dan lain sebagainya. 
5. Populasi dan Sampel 
a. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian.15 Adapun 
populasi yang ditentukan dalam menyusun skripsi ini berupa data 
sistem kekerabatan masyarakat Bali Muslim yang berdomisili di 
desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. 
Berdasarkan hasil survei Masyarakat Bali Muslim di Bukoposo 
sekisar 15-22 KK. 
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b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut.
16
Pengambilana sampel  dilakukan dengan 
purposive sampel dimana sampel dipilih diantara populasi sesuai 
dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat 
mewakili karakteristik populasi yang diinginkan.  
Denga ciri-ciri : 
1. Orang keturunan Bali asli 
2. Mengalami anaknya yang pindah Agama Islam 
3. Anaknya pindah agama karena faktor pernikahan. 
Dalam skripsi ini penyusun menentukan sampel pada masyarakat 
Bali  sebanyak 5 orang. 
6. Teknik Pengolah Data 
Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode 
berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, 
selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.
17
 Berkaitan dengan 
skripsi ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa atau 
menggali data-data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya 
yang bersifat khusus. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. 
Penulis dalam mengolah data menggunakan langkah-langkah sebagai 
berikut. 
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian 
dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data 
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terkumpul. Setlah data-data hasil penelitian itu terkumpul diperiksa 
dan disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh 
penyusun, apakah data itu benar-benar yang diteliti atau ada 
ebagian data yang tidak berpengaruh dalam masalah yang sedang 
diteliti, atau ada data yang kurang dalam proses penelitian, maka 
dari itu dilakukan pemeriksaan data.  
b. Recontruksi data (reconstrukting) yaitu menyusun ulang data 
secara teratur, berurutan. Logis sehingga mudah dipahami dan 
diinterpretasikan. Ketika data itu sudah terkumpul dan diperiksa 
data itu lengkap baru disusun supaya data itu mudah dipahami oleh 
penyusun atau yang membacanya. 
c. Sistematisi data (sistematizing) yaitu merupakan data menurut 
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Data ini 
disusun sesuai permasalahan yang sedang diteliti oleh penyusun 
berdasarkan urutan masalah yang diteliti.. 
7. Analisis data  
     Proses analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 
dan dokumentasi dengan cara menyusun pola, memilih mana yang 
penting yang harus dipelajari membuat kesimpulan sehingga mudah 
dipelajari diri sendiri maupun orang lain.
18
 Pada dasarnya analisis 
adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh 
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suatu kebenaran atau ketidakbenaran atau ketidakbenaran dari suatu 
hipotesa. 
     Data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan sejak 
sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai 
di lapangan. Bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-
penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistik atau bentuk 
angka lainnya. Metode ini digunakan penulis dalam menyusun data 
yang telah terkumpul, dengan metode ini data yang dianalisis dapat 
memperoleh jawaban yang sebenarnya. Analisis data kualitatif dengan 



















A.  Kekerabatan 
1. Pengertian Kekerabatan dan Dasar Hukum Kekerabatan 
a. Pengertian 
     Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting 
dalam dalam struktur sosial. Kekerabatan adalah unit-unit sosial 
yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah 
atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, 
ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek 
dan seterusnya.
19
 Dalam kajian sosiologi-antropologi, ada 
beberapa macam kelompok kekerabatan dari yang jumlahnya 
relatif kecil hingga besar.  
     Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja karena adanya 
ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga, tetapi 
karena adanya hubungan darah.
20
 Kunci pokok sistem perkawinan 
adalah kelompok keturunan atau linege dan garis keturunan atau 
descent. Anggota kelompok keturunan saling berkaitan karena 
mempunyai nenek moyang yang sama. Kelompok keturunan ini 
dapat bersifat patrilineal atau matrilineal.  
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     Sistem kekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model 
hubungan yang dipandang ada antara seorang ayah dengan anak 
serta antara seorang ibu dengan anak”. 
     Dari beberapa devinisi kekerabatan, dapat disimpulkan bahwa 
sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam 
struktur sosial, yang merupakan sebuah jaringan hubungan 
kompleks berdasarkan hubungan darah atau perkawinann. 
Berdasarkan hubungan darah dapat diambil pengertian bahwa 
seseorang dinyatakan sebagai kerabat bila memiliki pertalian atau 
ikatan darah dengan seseorang lainnya.  
b. Dasar Hukum 
     Ayat-ayat yang berkaitan dari sistem kekerabatan yaitu sebagai 
berikut: Q.S. An-Nisa‟ ayat: 22-23, dan 24.
21
 
                               
                        
                   
                     
                          
                            
                              
                             
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                         
                           
                    )النساء ڔۃسو 
:٢٢-٢٢) 
 
Artinya:  Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 
dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah 
lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci 
Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-
anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang 
perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; 
saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 
perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-
anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang 
telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan 
isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak 
berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) 
isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) 
wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu 
miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai 
ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain 
yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu 
untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang 
telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah 
kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai 
suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu 
terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, 
sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
 
c. Sistem Kekerabatan 
     Bentuk kekeluargaan merupakan hubungan antara tiap entitas yang 
memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, 
sosial, maupun budaya. Dalam antropologi, sistem kekerabatan 
termasuk keturunan dan pernikahan. Sedangkan dalam biologi istilah 
ini termasuk keturunan dan perkawinan. Hubungan kekerabatn manusi 
20 
 
melalui pernikahan umum disebut sebagai hubungan dekat daripada 
keturunan (juga disebut konsanguitas).
22
 
     Hubungan kekerabatan adalah salah satu prinsip mendasar untuk 
mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, 
kategori, dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara 
nyata (ibu, saudara, kakek) atau secara abstrak menurut tingkatan 
kekerabatan.
23
 Sebuah hubungan dapat memiliki syarat relatif, seperti 
ayah adalah seseorang yang memiliki anak, atau mewakili secara 
absolut seperti perbedaan status antara seorang ibu dengan wanita 
tanpa anak. Tingkatan kekerabatan tidak identik dengan pewarisan 
maupun suksesi legal. Banyak kode etik yang menganggap bahwa 
ikatan kekerabatan menciptakan kewajiban diantara orang-orang 
terkait yang lebih kuat daripada dengan orang asing, seperti bakti anak. 
     Pada umumnya dikenal 3 (tiga) bentuk sistem keturunan, yaitu : 
1) Patrilineal  
Sistem kekerebatan patrilineal adalah adalah sistem kekerabatan 
berdasarkan pertalian keturunan melalui kebapakan yang menarik 
garis keturunannya dari pihak laki-laki terus ke atas. Patrilineal itu 
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Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, 
(Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h.5. 
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Adon Nasrullah Jamaludin, Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Sawah (Bekasi: 
jurnal el Harakah Vol.17 No.2,  2015), h. 31. 
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2) Matrilineal  
Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang 
berdasarkan pertalian keturunan melalui keibuan yang menarik 
garis keturunannyadari pihak ibu terus ke atas. Sistem kekerabatan 
matrilineal dimakud yang terdapat di daerah adat orang 




Sistem kekerabatan parental atau bilateral adalah sistem 
kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui ayah 
dan ibu.yang menarik garis keturunannya melalui pihak ayah dan 
pihak ibu ke atas. Bilateral atau parental ini terdapat di daerah 
orang Aceh,orang Jawa, orang Dayak, orang Bugis, dan orang 
Kaili. 
     Walaupun ada variasi dari ketiga bentuk sistem keturunan 
tersebut, misalnya: Altemerend patrilineal ordenning atau 
altemating patrilineal sistem, seperti di Rejang Lebong Lampung 
Papadon. Demikian juga ada dubble unilateral sistem seperti di 
timor. Tetapi tidak begitu menonjol dan tidak akan dibicarakan 
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2. Kekerabatan Dalam Islam 
     Apabila dikaji dan dialirkan garis hukum yang terdapat dalam Al-
Qur‟an Surat Al-Nisa‟ ayat 11, yang berbunyi: 
 (۱۱: النساء ڔۃسو(  أَبَآ ؤُُكْم َوأَبْ َنآ ؤُُكْم اَل َتْدُرْوَن أَي ُُّهْم أَقْ َرُب َلُكْم نَ ْفًعا
 
Artinya: Ibu bapakmu dan anak-anakmu, tidak tahu engkau siapa dari 
mereka itu yang terlebih dekat kepadamu dalam penilaian 
kegunaannya. 
     Dari kalimat atau garis hukum Q.IV:11 tersebut dapat ditarik sistem 








     A adalah ayah dari E, sedangkan B adalah ibu dari laki-laki E, C ayah 
dari F, dan D ibu dari perempuan F. Antara laki-laki E menikah dengan 
perempuan F maka lahirlah 4 (empat) orang anak 2 (dua) laki-laki E 
menikah dengan perempuan F maka lahirlah 4 (empat) orang anak 2 (dua) 
laki-laki G dan H, 2 (dua) anak perempuan I dan J. Keempat-empatnya 
A B C D 
F E 
G H I J 





adalah cucu baik dari A, B, maupun dari C, D. Sedangkan G menikah 
memperoleh anak laki-laki K dan anak perempuan L yang berarti cucu dari 
laki-laki E dan perempuan F demikian juga J setelah menikah memperoleh 
seorang anak laki-laki bernama M dan seorang anak perempuan bernama 
N. Kesemuanya dari mulai A,B,C,D,E, dan F keluarga karena hubungan 
sababiyah atau karena perkawinan, sedangkan antara A dengan E dan B 
dengan E hubungan nasabiyah atau hubungan darah. Demikian juga antara 
F dengan C, D dan F dengan D adalah hubungan nasabiyah (hubungan 
Darah) N, H, I, J, K, L, M, N, mempunyai hubungan darah masing-masing 
dengan E dan F. Hal ini berarti mereka menarik hubungan darah secara 
parental dari K, L, M, dan N sampai kepada kedua kakek dan neneknya 
A+B dari pihak Bapak (E), dan ke pihak kakek dan nenek (C+D) dari 
pihak ibu (F). Itu sistem parental yang dituangkan dari Firman Allah surat 
An-Nisa‟ ayat 11.  
     Ketegasan menarik garis keturunan secara parental ini akan lebih 
tampak lagi dengan menafsirkan Al-Quran surat An-Nisa‟ ayat 23 dan 24, 










     Dari Al-Quran surat An-Nisa‟ ayat 23 (Q. IV:23) bila digambarkan 










     U adalah seorang laki-laki muslim, ia dilarang menikahi ibu 
kandungnya (A). Menikahi anak kandungnya yang bernama (B), dilarang 
menikahi saudara kandungnya yang perempuan (C), menikahi keponakan 
kandungnya dari saudara kandung perempuan (E), demikian juga dilarang 
menikahi keponakan kandung dari saudaranya yang laki-laki kandung (D), 
menikahi saudara sekandung ayah (G), saudara sekandung ibunya (N).  
     Tentu saja secara tersirat dilarang menikahi ibu dari ibunya atau nenek 
(I), dan menikahi ibu dari bapaknya (H). Termasuk ke dalamnya larangan 
menikahi ibu tirinya (J), berdasarkan Q. IV:22. 
     Larangan perkawinan itu menurut Q. IV:23 masih terperinci secara 
limitatif sebagai terlihat dalam gambar II: 
H = I 















     Dilarang menikahi isteri anak Shulbi atau menantu perempuan (L), 
mertua (M) dan anak tiri (N), dan saudara perempuan dari isteri atau O. 






     Dilarang menikahi P karena P ibu susuan dan R anak perempuan dari 
ibu susuan (P). Sedangkan menurut Q. IV:24 garis hukum pertama 
dilarang laki-laki muslim menikahi wanita yang telah bersuami (poliandri). 
Selain daripada itu wa uhilla lakum ma waraa dzalikum, dihalalkan bagi 
kamu menikahi wanita-wanita selain dari yang secara limitif dilarang 
(Q.IV:24). Dengan uraian di atas, maka sistem larangan perkawinan cross 
cousins dan paralel-eousins seperti yang terdapat dalam sistem hukum adat 
= 
O 









minangkabau dan adat batak dihapuskan oleh Q. IV:23 dan Q. IV:24 






     D anak laki-laki dari B, cucu dari A, menurut hukum Islam boleh 
menikah dengan E (perempuan) anak dari C walaupun antara B dan C 
bersaudara kandung yaitu seibu sebapak. 
     Sedangkan menurut hukum adat batak antara D dan E dilarang kawin, 
karena mereka satu marga, melanggar eksogami atau karena perkawinan 
demikian endogami 











H = G = 
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      I anak laki-laki dari perempuan G, menurut hukum islam boleh 
menikah dengan perempuan J anak dari H, walaupun antara G dan H 
bersaudara kandung satu bapak, atau sebapak atau seibu saja. 
     Sedangkan menurut hukum adat minangkabau dilarang karena mereka 






      Antara laki-laki N anak L cucu K menurut hukum islam boleh menikah 
dengan perempuan Q anak M juga cucu K, walaupun antara Bapak N 
dengan ibu Q bersaudara kandung. Di minangkabau perkawinan demikian 
dianjurkan. Tetapi di Batak dilarang karena simetris atau melanggar 
asimetris, walaupun antara laki-laki N dengan wanita Q tidak se-clan 
(tidak semarga). Keluarga N adalah Kahanggi anak Boru dan keluarga Q 












1. Pengertian Warisan dan Dasar Hukum Warisan 
     Kata waris berasal dari bahasa Arab warisa-yarisu-wirsan, isim 
failnya warisun yang artinya ahli waris.
26
 Sedangkan maknanya waris 
menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada 
orang lain.  
     Menurut Ahmad Rofiq, kewarisan dalam terminologi hukum dapat 
diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta 
warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang 




     Jadi dapat disimpulkan kewarisan adalah seperangkat ketentuan 
yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah 
meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, siapa yang berhak 
menerima, berapa bagiannya sesuai dengan aturan-aturan yang 
ditentukan syara‟. 
     Adapun sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan 
masalah mawaris yaitu Al-Qur‟an Surah An-Nisa:11 
                         
                          
                      
                                                             
 26Muhammad Ali Al-Sabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, terj. A.M Basamalah 
(Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 33. 
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                         
                            
                 ) ۄڔۃس 
 )۱۱:النساء
Artinya:  Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki 
sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika 
anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi 
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 
perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo 
harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-
masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-
bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika 
yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka 
ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu 
dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 
mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini 
adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana.  
 
Al-Qur‟an surah An-Nisa ayat 12: 
                     
                      
                     
                   
                      
                    
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                      
                   )۲۱:النساء ڔۃسو( 
 
Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak 
mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, 
Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat 
atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri 
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika 
kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, 
Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang 
kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat 
atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika 
seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang 
tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) 
atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi 
masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam 
harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 
seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat 
(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu 
sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. 
Al-Qur‟an Surah An-Nisaa‟ ayat 176 
                     
                        
                       
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                          
    (۱۱٦:  النساء سۄڔۃ  ( 
    
Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. 
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang 
kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak 
mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 
Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari 
harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki 
mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia 
tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu 
dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta 
yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka 
(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan 
perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki 
sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah 
menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak 
sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 
Hadis  
 
Artinya: Dari Umar bin Husain bahwa seorang laki-laki datang 
kepadaNabi lalu berkata bahwasanya anak dari anak 
meninggalkan harta, Nabi menjawab: untukmu seperenam. 
 
Artinya: Dari Usamah bin Zaid dari Nabi SAW: Orang Islam itu    








Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa membunuh 
seorang    korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, 
walaupun korban tidak mempunyai ahli waris lain selain 
dirinya sendiri, begitu juga walaupun korban itu adalah 
orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh 




2. Rukun dan Syarat Kewarisan 
     Dalam kewarisan Islam, terdapat pokok-pokok dan ketentuan serta 
aturan yang berkaitan dengan masalah kewarisan. Aturan tersebut 
apabila tidak dilaksanakan secara benar, atau ada yang kurang maka 
pewaris tidak akan sempurna dalam pembagiannya. 
a) Rukun dalam kewarisan Islam 
1) Pewaris (Mawarits) 
Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan 
meninggalkan harta waris. Bagi pewaris berlaku ketentuan 
bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, 
dan ia telah benar-benar meninggal dunia. 
2) Ahli waris (Al-Warits) 
                                                             
 28Muhammad Ali Ash Shabuni, al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah ‘ala Dhau’ al-
Kitab wa al-Sunnah, terjemahan oleh A. M. Basalamah Pembagian Waris Menurut Islam (Jakarta:  
Gema Insani Press, 2007), h. 42-43. 
 29Al-imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Mugirah ibn Bardzibahal-Bukhari 
Sahih al- Bukhari, Juz 4 (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1410/1990 M), h. 194. Sayid al-Imam 
Muhammad ibn  Ismail ash-San‟ani, Subul as-Salam Sarh Bulugh-al-Maram Min Jami Adillat al-
Ahkam, Juz 3 (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960M), h.98. 
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Menurut hukum Islam Al-warist adalah orang-orang yang 
berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris, baik  
disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab 
atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian 
dengan muwarits.
30
 dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam  
Pasal 171 butir c adalah orang yang pada saat meninggal 
dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan 
perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak 
terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.
31
 
3) Harta warisan 
Harta peninggalan  adalah harta yang ditinggalkan pewaris 
baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-
haknya. Harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang 
akan diwarisi oleh para ahli waris  setelah diambil untuk 
biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan 
wasiat. 
b) Syarat dalam kewarisan Islam 
1) Meninggalnya orang yang mewariskan.  
Meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi, jadi 
sesorang  disebut  mawaris  apabila  orang  tersebut  telah  
meninggal  dunia. Adapun kematian muwaris dibagi 
menjadi tiga,  yang pertama, mati haqiqi (mati  sejati),  
                                                             
 
30
 Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung : PT Al-Ma‟arif, 1975), h.36. 
31
 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 Butir b, h.81. 
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kedua,  mati  hukmi (menurut  putusan  hakim),  ketiga,  
mati takdiry (menurut dugaan).
32
 
2) Ahli waris yang hidup baik secara haqiqi atau hukmy. 
Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi, seorang ahli 
waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika 
pewaris meninggal dunia. Dimana ahli waris merupakan 
pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh 
pewaris. Perpindahan hak tersebut, diperoleh melalui jalan 
kewarisan, oleh karena itu, setelah pewaris meninggal 
dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup 
3) Ahli waris mengetahui status kewarisan status kewarisan, 
dalam hal kewarisan agar seseorang dapat mewarisi harta 
orang meninggal dunia, maka haruslah jelas hubungan 
antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan 
orang tua dan anak, dan hubungan saudara baik sekandung, 
sebapak, maupun seibu. mengetahu sebab-sebab ia 
mewarisi harta warisan tersebut.  
3. Sebab-sebab Mendapatkan Harta Waris 
     Menurut Islam, mempusakai atau mewarisi itu berfungsi 
menggantikan kedudukan pewaris dalam memiliki dan 
memanfaatkan harta miliknya. Bijaksana sekali sekiranya kalau 
penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak 
memberi bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan dalam 
                                                             
 32 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, h.37. 
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kehidupan berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi 
pendidikan putra- putrinya, seperti suami istri. Atau dipercayakan 
kepada orang-orang yang selalu menjunjung tinggi martabat dan 
nama baiknya dan selalu mendoakan sepeninggalnya, seperti anak 
turunya. Atau dipercayakan kepada orang yang telah banyak 
menumpahkan kasih sayang, menafkahinya, mendidiknya, serta 
orang yang rela mengorbankan harta bendanya untuk 
membebaskannya dari perbudakan menjadikan dia manusia bebas 
yang mempunyai hak kemerdekaan penuh dan cakap bertindak, 
seperti orang yang membebaskan budak dan lain sebagainya. 
     Mereka-mereka diatas mempunyai hak dan dapat mewarisi, 
karena mereka mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya. Menurut 
para mufassirin, sebab-sebab terjadinya kewarisan dalam Al-Qur‟an 
ada tiga.
33
 Sebab-sebab itu adalah: 
a. Hubungan perkawinan, hubungan perkawinan adalah suami-
istri saling mewarisi karena mereka telah melakukan akad 
perkawinan secara sah, sekalipun belum atau tidak terjadi 
hubungan intim (bersenggama) antar keduanya. Perkawinan 
yang menjadi sebab mewarisi memerlukan 2 syarat. Akad 
perkawinan itu sah menurut syariat, baik kedua suami-istri 
telah berkumpul maupun belum, ketentuan ini berdasarkan 
keumuman ayat-ayat mawaris dan tindakan Rasulullah SAW 
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bahwa beliau “telah memutuskan kewarisan Barwa‟ binti 
Wasyiq. Suaminya telah meninggal dunia sebelum 
mengumpulinya dan belum menetapkan mas kawinnya”. 
Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan 
antara Barwa‟ dengan suaminya adalah sah. Ikatan 
perkawinan antara suami istri masih utuh atau dianggap 
masih utuh. 
b. Hubungan kekerabatan. Kekerabatan adalah hubungan nasab 
antara orang yang mewariskan dengan orang yang 
mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan 
oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh 
hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk 
unsure causalitas adanya seseorang yang tidak dapat 
dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan 
telah putus (cerai) maka dapat hilang. 
c. Hubungan memerdekakan budak (wala‟). Wala’ dalam 
pengertian syariat adalah kekerabatan yang timbul karena 
membebaskan (memberi hak emansipasi) budak, kekerabatan 
yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan 
sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain. 
Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya 





4. Penghalang Kewarisan dalam Hukum Islam 
     Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat 
menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab 
atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak 
dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris 




a. Pembunuhan  
Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, jika seseorang ahli 
waris membunuh pewaris dengan zalim karena hendak 
menguasai warisan tersebut dengan segera maka syari‟at Islam 
telah mengharamkannya dari warisan orang yang ditinggalkan 
orang yang di bunuh. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli 
waris kepada orang yang mewariskannya dengan alasan dan 
cara apapun, baik pembunuhan itu karena menjalankan qishas, 
hudud, dan selainnya; lupa atau sengaja; secara langsung atau 
menggunakan penyebab lain.
35
 Para ulama‟ bersepakat bahwa 
suatu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap 
pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang untuk 
mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Hanya ulama‟ 
dari golongan khawarij saja yang membolehkannya. Dasar 
hukum terhalangnya mewarisi karena pembunuhan adalah hadist 
Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut : “Tidak ada hak 
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Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 
2006), h. 208-209. 
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Wahbah Zuhaili, Fikih Imam Syafi’I jilid 3 ( Jakarta : Almahira, 2010 ), h. 85. 
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sedikitpun bagi pembunuh untuk mewarisi”. Sedangkan ijma‟ 
para sahabat adalah ketika Umar r.a. pernah memutuskan untuk 
tidak memberikan Diyah Ibnu Qatadah kepada saudaranya, 
bukan kepada bapaknya yang telah dia bunuh. Sebab, kalau 
diberikan kepada ayahnya tentu ia menuntut sebagian ahli waris. 
Meskipun begitu, para ulama‟ masih berselisih faham tentang 
jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk menerima 
waris. 
b. Perbedaan Agama 
Maksud dari perbedaan agama adalah antara yang beragama 
Islam dan yang bukan beragama Islam (non muslim). Perbedaan 
agama seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi 
oleh orang non muslim apapun agamanya. Perbedaan agama 
(non muslim) adalah penghalang untuk saling mewarisi. 
Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris  merupakan 
salah satu penghalang kewarisan. Orang muslim tidak 




Berpijak dari hadits Nabi Muhammad 
                                                             
 36Syekh Mahmud Syaltukh, Fiqih Tujuh Madzhab, terj. Abdullah Zaky al-Kaf (Bandung : 
CV Pustaka Setia, 2000), h.293. 
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     Jumhur ulama berpendapat seorang muslim tidak dapat 
mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim apapun 
agamanya. Pendapat mayoritas ulama (jumhur ulama) ini berbeda 
dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa seorang 
muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan 
kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa hadits Nabi SAW 
: al Islam ya’la wala yu’la ‘alaihi (Islam unggul, tidak ada yang 
mengungguli). 
     Berkaitan dengan hak waris muslim atas harta waris dari 
pewaris non muslim terdapat perbedaan pendapat diantara para 
ulama ahli hukum Islam. Mayoritas ulama (jumhur ulama) 
berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh mewarisi harta 
waris dari pewaris non muslim, tetapi ada pendapat dari sebagian 
ulama yang membolehkan seorang muslim mewarisi harta waris 
dari pewaris non muslim. Pendapat yang melarang muslim 
mewarisi dari pewaris non muslim merupakan pandangan empat 
Khulafa‟ ar-Rasyidin, imam dari empat madzhab, dan mayoritas 
fuqaha yang diamalkan oleh umat Islam secara umum. 
     Syekh Muhyidin Syaraf An-Nawawi atau lebih dikenal dengan 
Imam An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat 
(ijma‟) bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim. 
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Begitu juga menurut mayoritas ulama (jumhur ulama) dari 
kalangan sahabat, tabi‟in, dan generasi setelahnya berpendapat 
bahwa orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Sebagai 
pengecualian ada minoritas ulama yang memperbolehkan muslim 
mewarisi dari non muslim, tetapi pandangan kelompok ini menurut 
Imam An-Nawai bukanlah pandangan yang benar (shahih). 
     Adapun pendapat yang membolehkan seorang muslim 
memperoleh harta waris dari orang kafir yaitu pendapat Imam 
Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang kafir dapat mewarisi 
tirkah orang muslim, dan juga sebaliknya disebabkan al-wala’, mereka 
yang beda agama tapi masih dalam satu rumpun  agama Allah, 
isteri non muslim, dan kerabat non muslim yang masuk Islam 
sebelum tirkah dibagikan 
 Muadz bin Jabal, Muawiyah, Said bin Al Musayyib, Masruq dan 
lainnya, seperti juga Muhammad bin Al-Hanafiyah, Ali bin Al 
Husein, Abdullah bin Ma‟qil, Asy Sya‟bi, An Nakha‟i, Yahya bin 
Ya‟mar, dan Ishaq. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu 
Qayyim juga membolehkan muslim mewarisi dari non muslim 
Demikian juga pendapat Yusuf Al Qaradhawi. berpendapat bahwa 
orang muslim dapat mewaris dari orang kafir, tetapi tidak 
sebaliknya. Pendapat mereka ini berargumentasikan pada:Pertama, 
hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh al-
Hakim dari Mu‟az, dia berkata: Aku mendengar Nabi s.a.w. 
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bersabda: Islam itu lebih dan tidak kurang. Karena itu, orang 
muslim dapat memperoleh hak (mewaris) yang tidak diperoleh oleh 
orang kafir. Kedua, berdasarkan qiyas, mereka mengatakan bahwa 
orang muslim diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab, tetapi tidak 
diperbolehkan sebaliknya, dan diperbolehkan pula orang
 muslim mengambil harta ghanimah orang  kafir. Jika kedua 
perkara ini diperbolehkan, maka secara deduktif analogis berarti 




5. Asas – Asas Hukum Kewarisan Islam 
Asas – asas Hukum Kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-
ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan penjelasan tambahan 




a. Asas Ijbari 
Yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia 
kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa 
tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas Ijbari 
dalam hukum kewarisan Islam. Seandainya pewaris mempunyai 
hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, ahli 
waris tidak dibebani untuk membayar hutang tersebut, hutang  
                                                             
 37Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Ahkam al-Mawarits fi al-Syari’ah al-Islamiyyah 




 Amir syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam ( Jakarta : Kencana, 2004 ), h. 16-28. 
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yang dibayar hanya sebesar warisan yang ditinggalkan oleh 
pewaris. 
b. Asas Bilateral 
Bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak 
garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan 
pihak kerabat dari garis keturunan perempuan. 
c. Asas Individual 
Bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimilki secara 
perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang 
didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. 
Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang 
mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada 
setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing. Bisa 
saja harta warisan tidak dibagi-bagikan asal ini dikehendaki oleh 
ahli waris yang bersangkutan, tidak dibagi-baginya harta warisan 
itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang 
bersangkutan. 
d. Asas Keadilan Berimbang 
Asas ini dapat diartikan adanya keseimbangan antara hak dan 
kewajiban antara yang diperoleh dengan keperlun dan kegunaan. 
Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan  jenis 
kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan, artinya laki-laki 
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mendapatkan hak kewarisan begitu pula perempuan mendapat hak 
kewarisan sebanding dengan yang di dapat oleh laki-laki. 
e. Asas Kewarisan Semata Kematian 
Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain itu berlaku 
setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan 
selama yang mempunyai harta masih hidup maka secara kewarisan 
harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain. 
6. Wasiat Wajibah 
     Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, 
yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri 
dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya 
seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan 
tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat 
wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan 
kerabat dekat. 
     Al-Hasanul Bashri berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang 
tidak mendapat warisan, seseorang wajib membuat wasiat. Hal ini 
berdasarkan  pada surah al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi: 
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan 
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat 
untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makhruf, (ini adalah) 
kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Aljashshash dalam bukunya 
Akhkamul Qur.an menegaskan bahwa dalam surah di atas jelas 
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menunjuk pada wajibnya berwasiat untuk keluarga yang tidak 
mendapatkan warisan. Dalam kaitannya dengan hal ini, Ibnu Hazm 
berpendapat bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat 
yang tidak mendapatkan warisan maka hakim harus bertindak sebagai 
pewaris, yakni memberikan sebagian harta warisan kepada kerabat yang 
tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajibah untuk mereka. 
     Menurut Ahmad Rafiq, wasiat wajibah adalah tindakan yang 
dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa 
atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, 
yang diberikan kepada orang  tertentu dalam keadaan tertentu pula. 
Dalam versi lain Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis 
mengemukakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang 
sebagai telah. dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, 
walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu.
39
 
     Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari 
pendapat- pendapat ulama salaf dan kalaf. Fatchur  Rahman 
mengemukakan wasiat wajibah  ini muncul karena
35
: 
1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang member wasiat dan 
munculnya kewajiban melalui perundang-undangan atau surat 
keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan 
persetujuan orang yang menerima wasiat. 
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2. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam 
penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. 
3. Orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu laki-laki 
maupun perempuan, baik pancar laki-laki maupun perempuan yang 
orang tuanya mati yang mendahului atau bersama-sama dengan 
kakek atau neneknya. 
Kompilasi hukum Islam di Indonesia mempunyai  ketentuan  tersendiri 
tentang konsep wasiat wajibah ini, yaitu membatasi orang yang berhak 
menerima wasiat wajibah ini yakni kepada anak angkat dan orang tua 
angkat saja. Dalam  Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan 
bahwa: 
a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 
sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap 
orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta  wasiat anak angkatnya 
b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 
angkatnya. 
Secara garis besar antara waris pengganti (penggantian kedudukan) 
dengan wasiat wajibah adalah sama. Perbedaanya jika dalam wasiat 
wajibah dibatasi penerimaannya yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga 
dari harta warisan,  maka  dalam waris pengganti adalah menggantikan 
hak yang disesuaikan dengan  hak yang diterima orang yang digantikan 
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itu.Untuk mengetahui besarnya wasiat  wajibah dan berapa besarnya 
ahli waris lainnya, menurut professor Hasbi Ash shiddieqy hendaklah 
diikuti langkah-langkah sebagai berikut: 
1). Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih dulu daripada 
pewaris masih hidup. Kemudian warisan dibagikan kepada para 
ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah 
meninggal lebih dulu itu. Bagian orang yang disebutkan terakhir 
inilah menjadi wasiat wajibah, asal tidak  lebih  dari sepertiga. 
2). Diambil bagian wasiat wajibah dari warisan yang ada. Mungkin, 
besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang 
yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, mungkinan 
pula sepertiga 
3). Sesudah warisan diambil wasiat wajibah, sisa warisan inilah yang 
dibagikan kepada ahli waris lain. Oleh karena wasiat wajibah ini  
mempunyai  titik singgung secara langsung dengan hukum 
kewarisan islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada 
kebijaksanaan hakim untuk menetapkannya dalam proses 
pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini 
penting diketahui oleh hakim karena wasiat wajibah itu mempunyai 
tujuan  untuk  mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian 
kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun nash 
tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat 
dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si 
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pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum  waris 
Islam, maka hal ini dapat dicapi jalan keluar dengan menerapkan 
wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta 
pewaris. 
      Abdul Wahab Khallaf berpandangan bahwa apabila ada seorang 
anak beragama Islam mempunyai harta banyak, maka anak sebagai 
al-muwarrits diwajibkan untuk mewasiatkan (wasiat wajibah) 
sebagian hartanya untuk kedua orang tuanya, atau kerabatnya yang 
non muslim. Pandangannya ini didasarkan pada surat al-Baqarah: 180, 
yang substansinya perintah wajib berwasiat kepada ahli waris 
sesama muslim secara umum. Tapi perintah ayat ini sudah dinasakh 
dengan turunnya surat al-Nisa‟: 11-14. Yang masih berlaku adalah 
berwasiat secara khusus bagi kerabat yang terhalang untuk 
mendapatkan hak waris disebabkan beda agama.
40 
      Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Ibn Hazm al- Zhahiri 
yang berpendapat bahwa wasiat itu wajib (al-fardh) hukumnya bagi 
 setiap muslim, terutama kepada kerabat yang terhalang untuk 
mendapatkan hak waris. Apabila kerabat yang terhalang untuk 
mendapatkan hak warisnya, sebagai solusi suatu wasiat wajibah 
untuk mereka. 
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Abdul Wahab Khallaf, ‘Ilm Ushul al-Fiq, Cet. Ke 8 (Mesir: Dar al-Kuwaitiyyah, 1388 





 Hibah merupakan salah satu contoh akad tabarru, yaitu akad yang 
dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Melainkan ditujukan 
kepada orang lain secara cuma-cuma. kriteria hibah adalah: 
1. Suatu pemberian 
2. Tanpa mengharapkan kontraprestasi atau secara Cuma-Cuma 
3. Dilakukan ketika pemberi pemberi hibah masih hidup 
4. Tidak dapat ditarik kembali 
5. Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), 
karena terdapat satu pihak yang berprestasi.
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Nabi Saw adalah orang yang sering memberi hadiah sekaligus 
menerimanya. Beliau juga sering memberi dan mendapat pemberian. 
Hibah dan hadiah merupakan perbuatan sunnah yang dianjurkan.
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Menurut  hukum  syara‟  hibah  berarti  akad  yang  pokok persoalannya 
pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, 
tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikna hartanya kepada 
orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak 
pemilikan, maka hal itu disebut I’aarah (pinjaman).
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Bahwasannya keluarnya harta dengan derma (pemberian) bisa 
berupa hibah, hadiah dan sedekah. Jika tujuannya adalah untuk 
                                                             
 41Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 
2014), h. 125. 
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Syaikh Shaleh bin Al-Fauzan, Mulakhkhas Fiqhi, terj. Sufyan bin Fuad Baswedan, Al-
Mulakhkhas al-fiqhi (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 323. 
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Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid (14), terj, Mudzakir : Al- ma‟arif, h. 167. 
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mendapatkan pahala akhirat, maka di namakan sedekah. Jika yang 
dimaksudkan untuk kasih sayang dan mempererat hubungan, maka 
dinamakan hadiah. Sedangkan yang dimaksudkan agar orang yang 
diberi, dapat memanfaatkannya, maka dinamakan hibah. Inilah 
perbedaan dari beberapa hal diatas. Kasih sayang dan mempererat 
hubungan merupakan alasan yang disyari‟atkan   yang   tujuannya   untuk   
mendapatkan   pahala   di akhirat. Dalam hibah yang diberikan, ialah 
harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan 
hasil dari harta itu. Menjadikan orang lain sebagai pemilik hasil atau 
manfaat dari harta itu sendiri. Seorang penerima hibah menjadi milik dari 
harta yang dihibahkan kepadanya 
 
8. Kewarisan Beda Agama dalam Pandangan Islam 
      Ulama ahli tafsir, Hadits, dan fiqh bersepakat bahwa perbedaan 
agama pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk mendapatkan 
harta warisan.
44
 Hal ini didasarkan kepada Hadits Rasulullah SAW 
yang berbunyi: 
 
      Menurut imam Asy-Syafii dan Imam Abu Hanifah, orang kafir 
semuanya mewarisi diantara mereka sendiri dengan mafhum dari 
                                                             
 44Habiburrahman,Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2011), h.77. 
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hadits: “orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak 
mewarisi orang Muslim. 
      Yang dimaksud dengan berlainan agama ialah berlainan agama yang 
menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang 
mewariskan. Misalnya agama orang yang bakal mewarisi bukan Islam, 
baik agama nashrani maupun agama atheis yang tidak mengakui agama 
yang hak, sedang agama orang yang bakal mewarisi harta 
peninggalannya adalah Islam 
 Berbeda agama mengakibatkan tidak adanya wilayah di antara sesama 
mereka. Tidak adanya wilayah non Muslim terhadap seseorang 
Muslim
107
. Dapat dipahami pada ayat 141 surat An-Nisaa‟ yang 
berbunyi: 
                       
                     
                          
             ) ۱٤۱:النساء ۄڔۃس( 
 
  
Artinya:  (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang 
akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka 
jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: 
"Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika 
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orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) 
mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, 
dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah 
akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan 
Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-
orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. 
     Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Allah tidak akan menjadikan 
bagi orang kafir jalan terhadap orang-orang beriman. Hubungan antara 
kerabat yang berbeda agama terbatas pada pergaulan dan hubungan 
baik, dan tidak menyangkut dengan pelaksanaan agama. 
      Mengingat bahwa antara hak kewarisan dengan kekerabatan 
mempunyai kaitan yang erat, hadits yang melarang hak kewarisan 
Muslim dari yang bukan Muslim terdapat perbedaan pendapat. Semua 
mujtahid sepakat bahwa non Muslim tidak dapat jadi ahli waris dari 
pewaris Muslim. hal ini sejalan dengan hadits gugurnya hak waris 
karena perbedaan agama dan tidak bertentangan dengan surat al-Maidah 
ayat 5. 
      Dalam hal orang Muslim mewarisi dari yang nons Muslim terdapat 
perbedaan pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang Islam 
juga tidak mewarisi bagi pewaris non Muslim atau murtad. 
      Macam-macam berlainan agama dan pendapat-pendapat tentang hak 
waris mereka dapat diperinci sebagai berikut
45:
 
                                                             
 45 Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung : PT Al-Ma‟arif, 1975), h.97. 
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a. Orang kafir mewarisi orang Islam 
     Jumhur ulama sepakat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi 
orang Islam lantaran lebih rendah statusnya dari pada orang Islam. 
Dalam masalah ini terdapat persoalan, bila pewaris tersebut masuk 
Islam sesudah matinya orang yang mewariskan, sedangkan harta 
peninggalan simati belum dibagi-bagikan. 
1. Jumhur ulama tetap berpendapat terhalang mewarisi,lantaran 
timbulnya hak mempusakai itu adalah sejak kematian orang 
yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian 
harta warissan. Padahal di saat kematian orang yang 
mewariskan dia masih dalam keadaan kafir, jadi mereka dalam 
keadaan berlainan agama. 
2. Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya menetapkan 
bahwa pewaris terebut tidak terhalang mewarisi, sebab predikat 
berlainan agama sudah hilang sebelum pembagian harta 
warisan 
3. Fuqaha aliran Imamiyah berpendapat bahwa harta peninggalan 
itu belum menjadi milik ahli waris secara tetap sebelum 
dibagi-bagikan kepada orang yang bersangkutan. Oleh karena 
itu ia tak terhalang mewarisi. 
Dari pendapat diatas pendapat jumhur yang paling kuat. 
Sebab apabila syarat mendapat warisan baru dimulai ketika saat 
pembagian harta warisan tentu hal ini akan dapat disalah gunakan 
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oleh ahli waris, ia hanya akan masuk islam ketika harta warisan itu 
belum dibagikan agar ia mendapat hak warisan, namun setelah 
harta sudah dibagikan mereka akan kembali murtad setelah 
tujuannya tercapai. 
b. Orang Islam mewarisi orang kafir 
     Dalam hal ini ulama-ulama termashur dari golongan sahabat, 
tabi‟in dan imam empat madzhab berpendapat bahwa orang Islam 
tidak mewarisi orang kafir dengan sebab apa saja. Sedang kan 
menurut fuqaha Imamiyah berpendapat bahwa larangan mewarisi 
perbedaan agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam 
mewarisi kerabatnya yang non Muslim. oleh karena itu misalnya bila 
seorang istri yang kafir kitabiyah wafat, maka suaminya yang 
beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalannya 
c. Orang kafir mewarisi orang kafir 
     Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi‟iyah, sesuai dengan 
anggapan beliau bahwa agama mereka itu ditinjau dari segi 
bertentangannya dengan agama Islam dianggap sebagai salah satu 
agama saja, menetapkan bahwa mereka saling dapat mewarisi satu 
sama lain, baik dengan adanya persamaan prinsip agamanya tetapi 
berlawanan kepercayaan, seperti yahudi dan nashrani. 
     Ulama-ulama yang beranggapan bahwa agama-agama selain Islam 
itu berdiri sendiri, misalnya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam 
Marzuq (aliran malikiyah),menetapkan bahwa mereka tidak dapat 
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saling mewarisi satu sama lain  
d. Orang murtad mewarisi orang yang tidak murtad 
      Telah disepakati oleh seluruh ulama bahwa orang murtad, orang 
yang meninggalkan agama Islam, tidak dapat mewarisi harta 
peninggalan keluarganya, baik keluarganya itu orang Islam, orang 
kafir, maupun orang murtad juga. 
Orang murtad tidak dapat mewarisi harta peninggalan 
keluarganya yang agama Islam, karena ia lebih rendah derajatnya 
dari pada keluarganya yang Muslim. Dari segi yang lain saling 
mewarisi itu merupakan suatu penyambung ruh keagamaan, sedang 
kemurtadan itu merupakan pemutus. Karena itu bila salah seorang 
suami istri murtad sebelum berkumpul, perkawinannya harus 
difasakh dan sebagai sanksinya ia dilarang mewarisi harta 
peninggalan pihak lain yang meninggal. 
Orang murtad tidak dapat mewarisi harta peninggalan 
kerabatnya yang kafir, dikarenakan orang murtad itu dianggap 
tidak mempunyai agama, sedang orang kafir itu dianggap 
mempunyai agama sesuai dengan kepercayaannya. Dan orang 
murtad tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang 
sama murtad, karena keduanya telah memutuskan hubungan 
penyambung ruh keagamaan. 
e. Orang yang tidak murtad mewarisi orang murtad 
 Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa harta si murtad yang 
55 
 
didapatkan setelah murtad diletakkan di kas perbendaharaan negara 
Islam. Namun harta milik yang didapatkan sebelum murtad 
diperselisihkan oleh fuqaha‟ : 
1. Imam Abu Hanifah berpendapat, apabila seorang murtad mati 
atau dibunuh karena keriddahannya atau diputuskan oleh hakim 
karena ia bergabung dengan musuh, maka harta 
peninggalaannya yang didapat ketika ia masih dalam keadaan 
Islam sebelum ia murtad , dan diambil biaya-biaya perawatan 
dan pelunasan hutang, di warisi oleh ahli warisnya yang Islam 
bila yang meninggal itu orang laki-laki murtad 
Namun apabila harta yang didapatnya setelah ia murtad lalu ia 
mati hartanya di letakkan di kas perbendaharaan negara Islam, 
karena harta tersebut tidak ada yang memilikinya dan dianggap 
tidak ada ahli waris yang berhak mewarisi setelah murtadnya. 
Bila yang murtad itu perempuan maka kematiannya tidak 
berdasarkan pada saat murtadnya, karena tidak dikenakan 
hukuman mati hanya penjara. Oleh karena itu kematiannya 
dihitung sejak ia mati haqiqy atau sejak ia menggabungkan 
dengan musuh, harta benda perempuan murtad yang didapat 
sebelum mati haqiqi atau sebelum diputuskan menggabungkan 
diri dengan musuh walaupun harta itu diperolehnya sesudah 
murtad diwarisi oleh warisnya yang Islam, adapun harta yang 
didapat sesudah putusan menggabungkan diri dengan musuh 
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menjadi harta kas perbendaharaan negara. 
2. Ulama aliran Zaidiyah, Abu Yusuf dan Muhammad 
berpendapat, mereka tidak membedakan jenis orang yang 
murtad itu laki-laki atau perempuan, oleh karena itu harta yang 
didapat sebelum mati atau putuskan menggabungkan diri 
kepada musuh, walaupun hasil yang didapat setelah murtad 
adalah hak ahli waris yang beragama Islam. 
3. Imam Malik, Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad berpendapat, 
bahwa harta benda orang murtad itu harus diletakkan di kas 
perbendaharaan negara Islam, baik harta itu didapat sesudah 
maupun sebelum putusan penggabungan diri kepada musuh. 
 
C.   Kajian Pustaka 
     Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang 
pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Perbandingan dengan 
penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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